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KATA PENGANTAR

Buku tentang pemberdayaan masyarakat ini ditulis untuk
menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah
teori peberdayaan. Buku ini mencoba mengupas implementasi dari
program program pemberdayaan yang telah maupun akan dilaksanakan
dengan maksud untuk mengurangi kemiskinan khususnya yang ada di
Indonesia. Indonesia telah menandatangani MDGs, dimana pada tahun
20015, orang miskin dunia diharapkan tinggal separuh (50%) termasuk
di Indonesia diharapkan angka kemiskinan turun sampai separuh
dari penduduk miskin. Adapun program pemberdayaan yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah antara lain Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Percepatan Derah Tertinggal
Khusus (P2DTK), Program Nasional Perberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM) dan lain-lainnya yang semuanya itu untuk mengurangi
kemiskinan di Indonesia. Disamping itu juga diluncurkan bantuan dari
pemerintah untuk orang miskin seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Jamkesmas(jaminan Kesehatan Masyrakar dan
Jampersal (Jaminan persalinan).

Padasaatinipendekatan pemberdayaan masyarakatyangditurunkan
dari perspektif people development, sedang pada posisi yang dominan
dan digunakan sebagai referensi kajian dan pelaksanaan pembangunan

masyarakat secara luas.
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Sangat disadari keterbatasan buku ini, terutama miskinnya data dan
informasi pendudukung. Informasi kajian ini lebih banyak bersumber
dari pelaksanaan di Indonesia. Buku buku yang pernah ditulis oleh
penulis yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat antara lain
tentang Kemiskinan dan Perlawanan kaum nelayan, Nelayan dan Policik
perikanan, Rekonstruksi pemberdayaan masyarakat di Indonesia,
landasan filosofis/implementasi dan refleksi.

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Allah SWT yang Maha Kuasa,
karena atas perkenannya buku yang sederhana ini bisa terbic dan telah
sampai pada para pembaca.

Mudah mudahan buku ini ada manfaatnya bagi para akademisi
maupun para praktisi pemberdayaan dalam melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat khususnya di Indonesia.

Penulis sangat berterima kasih apabila ada saran, masukan ataupun

kritik dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Malang, April 2012

Penulis,

Prof. Dr. Budi Siswanto, Msi.
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Berdasarkan Uraian di atas, dapat ditarik benang merah sebagai

berikut.

1

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan  investasi pada
masyarakat, khususnya masyarakat miskin, schingga asset dan
kemampuan mercka bertambah, baik kapabilitas secara perorangan
maupun kelompok.

Dalam scktor pemerintahan dan pembangunan, pencrapan
otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan sis-
tem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan
masyarakat secara lebih luas. Pada rataran pemerintahan perlu
ditumbuhkan perilaku jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan
demokratis (good governance). Sedangkan pada tataran kemasya-
rakatan, harus dikembangkan mekanisme yang memberikan pe-
luang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan keputusan.
Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan
yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang
lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa
bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan
kebebasan memilih yang lebih terbuka. Masih banyak ditemukan

masyarakat yang enggan terlibat dalam forum partisipasi. Hal
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ini disebabkan karena masyarakat sering merasakan bagaimana
program-program yang telah mereka usulkan pada forum-forum
terdahulu tidak diakomodasi.

Persoalan kemiskinan yang melibatkan tiga unsur (lingkungan,
sosial/budaya, dan ckonomi) yang terjadi di masyarakar, secara riil
hanya dapart ditanggulangi oleh masyarakat. Sedangkan pihak luar,
hanya sebagai fasilitator, mediator maupun mitra dalam membuka
akses baik ekonomi, lingkungan maupun sosial yang terjadi di
masyarakat. Namun, pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat
menjadi programmer bagi dirinya sendiri. Serta, secara mandiri
memengarui atau mengendalikan pengambilan keputusan yang
langsung menyangkut hidup mereka tanpa harus menggantungkan
nasibnya pada pihak-pihak luar, yang secara signifikan tidak
mengetahui kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut hanya
dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui
penerapan prinsip partisipasi aktif, berlandaskan pada nilai-nilai

luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan benang merah di atas, dapat dipahami bahwa dalam

program pemberdyaan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut.

ik

Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efekrif,
maka reformasi kenegaraan (state reform) harus dilakukan pada
semua level, baik mulai dari pusat maupun daerah terendah.
Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai,
dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat
miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai
ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat

miskin dapat memantau kebijakan, keputusan, dan tindakan pe-




Penutup

merintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan
yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mercka
dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik, maka
partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan konsistensi dalam
perencanaan dan penganggaran merupakan kebutuhan yang

mendasar.

ok
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